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Penegakan hukum represif oleh aparat penegak hukum dengan support 

anggaran penegakan tindak pidana korupsi yang besar ternyata tidak mampu juga 

menurunkan index persepsi korupsi dan perbuatan koruptif pun masih masif 

hingga ke level pemerintahan paling rendah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), dibentuk sebagai upaya 

negara melawan perilaku koruptif yang semakin masif dan dengan modus yang 

semakin tidak terjangkau oleh undang-undang sebelumnya, salah satu 

penyempurnaan UU TIPIKOR adalah diakuinnya melawan hukum formil dan 

materiil serta disebutkannya bahwa delik tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 

3 yang bertujuan untuk lebih dapat menangani berbagai modus korupsi yang 

semakin rumit dalam pembuktiannya. Konseksuensi delik tindak pidana korupsi 

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai delik formil adalah munculnya 

ketentuan Pasal 4 yang pada intinya bahwa pengembalian kerugian keuangan 

negara tidak menghapus pidana dan hanya sebagai perbuatan yang meringankan. 

Pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan dihilangkannya frasa 

“dapat” maka kerugian negara harus dapat dihitung (actual loss) serta merta 

merubah delik formil menjadi delik materiil. Dalam perkara dengan kerugian 

negara yang lebih kecil dari anggaran proses penanganan Tipikor dengan 

pembebanan pemidanaan jenis pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku 

Tipikor yang telah memulihkan kerugian keuangan negara malah semakin 

membebani keuangan negara.  

  

Kata Kunci :  Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, 

pemidanaan jenis pidana penjara  

 

 

 


	JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	PANITIA PENGUJI
	ORISINALITAS TESIS
	ABSTRAK
	DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN
	DAFTAR PUTUSAN
	KATA PENGANTAR
	DAFATAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN



